SOAL APBN DAN PAJAK MONETER
1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2005 diatur berdasarkan…. 

a.
UUD 1945 pasal 23

b.
UUD 1945 pasal 33

c.
UU No. 17 tahun 2003

d.
UU RI No. 16 tahun 1994

e.
Kep. Pres. No. 16 tahun 1994

2. Berikut ini penerimaan negara yang meliputi:

1.
Gas alam

2.
Pajak penghasilan

3. 
Bantuan program

4. 
Laba bersih

Yang termasuk penerimaan dalam negeri di luar migas adalah . .

a.
1 dan 2

b.
1 dan 3

c.
2 dan 3

d.
2 dan 4

e.
3 dan 4

3. Tujuan kebijakan fiskal adalah menyeimbangkan anggaran, artinya . .

a.
anggaran pendapatan sama dengan anggaran belanja

b.
anggaran pendapatan lebih besar dan anggara belanja

c.
anggaran rutin sama dengan penerimaan pembangunan

d.
anggaran pembangunan sama dengan penerimaan pembangunan

e.
anggaran pendapatan pembangunan sama dengan anggaran biaya rutin

4. Selama ini pemerintah menanggung subsidi BBM yang tinggi dan secara bertahap akan menghilangkan subsidi BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi ........

a.
pengeluaran pemerintah

b.
pendapatan masyarakat

c.
ketergantungan BBM

d.
konsumsi BBM

e.
APBN

5. Berikut ini adalah fungsi APBN dan APBD …

1. 
Fungsi Otorisasi

2. 
Fungsi Perencanaan

3. 
Fungsi Pemasaran

4. 
Fungsi Pengendali

5. 
Fungsi Stabilisasi

Yang merupakan fungsi APBN adalah …

a. 
1 , 2 dan 3

b. 
2 , 3 dan 4

c. 
3 , 4 dan 5

d. 
1 , 2 dan 4

e. 
1 , 2 dan 5

6. Salah satu ciri yang membedakan APBN yang lama dibandingkan format APBN model baru adalah …

a. 
Pada Belanja Pemerintah Pusat ada Pengeluaran Rutin

b. 
Pada Belanja Pemerintah Pusat ada Pengeluaran Sosial

c. 
Pada Belanja Pemerintah Pusat ada Pengeluaran Hibah

d. 
Format APBN model baru mengenal Belanja Rutin

e. 
Format APBN lama tidak mengenal Belanja Rutin
7. Hibah merupakan unsur-unsur APBN yang tergolong

a. 
Dana luar negeri

b. 
Penerimaan negara

c. 
Penerimaan dalam negeri

d. 
Penerimaan keuntungan BUMN

e. 
Sumbangan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

8. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara

1.
Presiden

2. 
DPR RI

3. 
Departemen

4. 
BPK

5. 
DPRD

Dari lembaga negara tersebut diatas yang terlibat dalam pembuatan APBN adalah …

a. 
1 , 2 dan 3

b. 
1 , 2 dan 4

c. 
1 , 2 dan 5

d. 
2 , 3 dan 4

e. 
3 , 4 dan 5

9. Pembahasan dan Penetapan APBN dilakukan …

a. 
Dari bulan Januari sampai dengan akhir Agustus

b. 
Dari bulan Pebruari sampai dengan akhir Agustus

c. 
Dari bulan Pebruari sampai dengan pertengahan Agustus

d. 
Dari Maret sampai dengan pertengahan Agustus

e. 
Dari Maret sampai dengan akhir Agustus

10. Salah satu cara menutup defisit adalah …

a. 
Melakukan pinjaman luar negeri

b. 
Melalui pencetakan uang

c. 
Melakukan pemotongan nilai uang

d. 
Dengan meningkatkan kurs valuta asing

e. 
Menekan biaya nasional

11. Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan deflasi, karena surplus anggaran dapat menimbulkan jumlah uang yang beredar….

a. 
semakin kecil

b. 
semakin besar

c. 
akan berimbang

d. 
akan tetap

e. 
akan dinamis

12. Dasar distribusi kewenangan antara Pusat dan Daerah adalah …

a. 
Jumlah Pajak dan Cukai

b. 
Luas wilayah hukum

c. 
Jumlah pendapatan nasional

d. 
Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

e. 
Luasnya tanggung jawab secara nasional

13. Dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakannya untuk membiayai sarana-sarana sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Dalam hali ini APBN berfungsi....

a.
alokasi

b.
sosial

c.
stabilisasi

d.
anggaran

e.
distribusi

14. Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran di setiap sector pembangunan, maka fungsi APBN yang dimaksud adalah….

a.   
Fungsi agent of development

b.    Fungsi regular

c.    Fungsi stabilisasi

d.    Fungsi didtribusi

e.    Fungsi alokasi

15. Pajak dapat digunakan sebagai sarana mengatur kegiatan konsumsi, produksi dan perdagangan. Pajak tersebut mempunyai fungsi …

A. 
distribusi

B. 
moneter

C. 
budgeter

D. 
keadilan

E. 
reguler

16. Tarif pajaknya tetap, tetapi semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, maka sistem pajak tcrsebut adalah ...

A. 
progresif

B. 
proporsional

C. 
tarif tetap

D. 
degresif

E. 
regresif

17. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari:
1. 
pajak penghasilan

2. 
pajak kendaraan bermotor
3. 
pajak pertambahan nilai
4. 
pajak tontonan
5. 
pajak bumi dan bangunan
6. 
pajak reklame
Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah daerah adalah .... 

a. 
1, 2, dan 3 

b. 
1,3, dan 5 

c. 
2, 4, dan 6 

d. 
3, 4, dan 5 

e. 
4, 5, dan 6
18. Pajak merupakan ….

a. iuran wajib

b. sumbangan sukarela

c. hadiah


d.
tanda kebaktian


e.
tanda terima kasih

19. Seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia dipungut pajak. Asas pemungutan pajak seperti itu dinamakan ….

a. asas domisili

b. asas sumber


c. asas mufakat

d.
asas kesetiakawanan

e.
asas berdikari

20. Pajak yang dapat dipindahkan pemungutannya kepada orang lain disebut.

a. pajak langsung

b. pajak tidak langsung

c. pajak pusat


d.
pajak daerah


e.
pajak tontonan

21. Pajak atas penyerahan barang dan jasa disebut :

a. pajak pertambahan nilai
b. pajak penghasilan
c. pajak bumi dan bangunan
d. pajak daerah

e. pajak pusat

22. Pengenaan Pajak penjualan (PPn) pada setiap transaksi sebesar 10% dapat mengakibatkan….

a.    Keuntungan si penjual dakan berkurang

b.    Merangsang pembeli berbelanja dalam partai besar

c.    Merangsang pedagang memberikan potongan tunai kepada pembeli

d.    Merangsang pedagang untuk menambah jenis barang dagangan

e.    Kenaikan harga jual dari pedagang kepada konsumen

23. Pengaruh penarikan pajak terhadap perekonoimian adalah….

a.    Salah satu sumber penghasilan untukmembiayai pembangunan ekonomi

b.    Salah satu factor yang dapat menentukan kegiatan produksi

c.  
Salah satu alat untuk meratakan pemabagian penghasilan nasional

d.    Salah satu alat untuk mengurangi tekanan inflasi

e.    Pendapatan Negara yang sangat berpengaruh

24. Maksud menyeimbangkan anggaran dalam tujuan kebijakan fiskal adalah….

a.    Anggaran pendapatan sama dengan anggaran belanja

b.    Anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja

c.    Anggaran pendapatan untuk pembangunan sama dengan anggaran biaya rutin

d.    Anggaran pembangunan sama dengan penerimaan pembangunan

e.    Anggaran rutin sama dengan anggaran pembangunan

25. Penerimaan bukan pajak diantaranya….

a.   
Pajak bumi dan bangunan

b.    Cukai

c.    Bea masuk

d.    Laba BUMN

e.    BPHTB

26. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk ...

a. 
Mengendalikan tingkat harga

b. 
Menjaga stabilitas nasional

c. 
Bidang perpajakan

d. 
Meningkatkan pendapatann negara

e. 
Mendorong kegiatan perekonomian

27. Yang termasuk ciri pungutan resmi (non pajak) adalah …

a. 
Imbal jasa dinikmati langsung oleh pembayaran

b. 
Pembayaran tidak mendapat tanda terima

c. 
Pemungutan dilakukan secara liar

d. 
Tergantung pada jumlah kekayaan yang dimiliki pembayar

e. 
Dipungut berdasarkan Undang-Undang

28. Pajak yang dapat dipindahkan pemungutannya kepada orang lain disebut …

a. 
Pajak Langsung

b. 
Pajak Tidak Langsung

c. 
Pajak Pusat

d. 
Pajak Daerah

e. 
Pajak Tontonan

29. 5. 
Pajak-pajak dibawah ini yang merupakan Pajak Daerah adalah …

a. 
PPh , PPN dan PBB

b. 
PBB , Pajak Kendaraan Bermotor dan PPN

c. 
PPh , Pajak Tontonan dan PPN

d. 
PBB , Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Tontonan

e. 
Pengahasilan Kena Pajak , PPN dan PPh

30. Perhatikan tabel berikut ini!

	No
	Penghasilan kena pajak
	Tarif Pajak

	1.

2.

3.
	Rp. 10.000.000,00

Rp 50.000.000,00

Rp 50.000.000,00
	15%

25%

35%


Bila Tn. Doly mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 65.000.000,00 , berapa Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh Tn. Doly …

a. 
Rp. 22.750.000,00

b. 
Rp. 19.500.000,00

c. 
Rp. 16.750.000,00

d. 
Rp. 16.250.000,00

e. 
Rp. 13.000.000,00

31. Berikut ini adalah objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, kecuali

a. 
Hutan lindung

b. 
Rumah sakit swasta

c. 
Tempat ibadah

d. 
Perumahan Diplomat

e. 
Tempat peninggalan purbakala

32. Penerimaan devisa sebagai  sumber  dana  pembangunan  menurun, oleh karena  itu  pemerintah  telah  menetapkan  kebijaksanaan perdagangan luar negerinya,  agar  devisa  dapat  ditingkatkan melalui kebijaksanaan.....,

A.
perpajakan nasional,

B.
pengeluaran pemerintah,

C.
kuota produksi,

D.
industri pemerintah,

E.
paket ekspor non migas,

33. Untuk mengerem laju inflasi pemerintah mengeluarkan ketetapan menaikkan pajak penghasilan agar pengeluaran konsumsi masyarakat berkurang sehingga tidak mendorong kenaikan harga-harga barang. Tindakan pemerintah ini disebut politik ...

A. 
fiskal

B. 
diskonto

C. 
pasar terbuka

D. 
kredit selektif

E. 
cadangan kas minimum

34. Berikut kebijakan ekonomi pemerintah:

1. 
menurunkan pajak

2. 
menaikkan tingkat bunga

3. 
menjual surat-surat berharga

4. 
memperbesar pengeluaran pemerintah

5. 
pemberian kredit secara selektif

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah …

A. 
1, 2, dan 3

B. 
1, 4, dan 5

C. 
2, 3, dan 4

D. 
2, 3, dan 5

E. 
3, 4, dan 5

35. Cara pemerintah mengatasi inflasi yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah:
1.   
politik diskonto
2.   
menaikkan pajak
3.   
politik pasar terbuka
4.   
menaikkan cash ratio
5.   
meningkatkan impor
6.   
meningkatkan pinjaman
Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalh

a. 
1, 2, dan 3 

b. 
1, 3, dan 4 

c. 
2, 4, dan 5 

d. 
3, 4, dan 6 

e. 
4, 5, dan 6
ESSAI :

1. Ahmado mempunyai penghasilan bersih Rp 67.592.000,00 dan pendapatan tidak  kena pajak Rp 2.592.000,00.

Tarif pajak:

sampai dengan Rp 25.000.000,00 = 10%

di atas Rp 25.000.00,00 s.d. Rp 50.000.000,00 = 15%

di atas Rp 50.000.000,00 = 30%

Buatlah perhitungan PPh Ahmado !
2. Bapak Pradebta menempati rumah dengan luas tanah 200 m2 dengan nilai jual Rp 400.000,00/m2, luas bangunan 100 m2, dengan nilai jual Rp 600.000,00/m2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 12.000.000,00. Jika yang dikenakan pajak sebesar 20% dengan tarif 0,5%, maka besarnya PBB terutang per tahun adalah ...
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